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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, Pengadilan Negri Bajawa dalam 

menjalankan tugasnya mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi 

terhadap putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.K/PN.BJW/2012. Hambatan-

hambatan tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Diatas tanah yang hendak dieksekusi terdapat sebuah gedung 

permanen milik Negara atau Daerah. 

b. Isi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 

bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. 

c. Keputusan Ketua Pengadilan Negri Bajawa yang bersifat 

noneksekutabel terhadap putusan perkara perdata nomor 

14/Pdt.G/PN.BJW/2012 

 Upaya yang telah dilakukan terhadap putusan perkara perdata nomor 

14/Pdt.G/PN.BJW/2012 adalah sebagai berikut: 

a. Upaya damai yang diminta dari tergugat kepada penggugat. 

b. Melaporkan Ketua Pengadilan Negri Kepada Mahkamah Agung 

supaya memerintahkan Ketua Pengadilan Negri segera melakukan 

eksekusi terhadap putusan tersebut. 
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5.2. Saran 

 1. Pengadilan Negri Bajawa segera mengambil tindakan hukum yaitu 

mencabut keputusan yang bersifat nonesekutabel agar memberikan rasa 

kepastian,keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. 

2.   Hakim tidak boleh mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan 

Undang-Undang 
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